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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap praktik
penarikan paksa atau penyitaan barang oleh debt collector terhadap konsumen yang
terlambat membayar, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 yang
melarang praktik tersebut dilakukan Metode yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang
terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18
Tahun 2019 telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang terlambat
membayar dari praktik penarikan paksa atau penyitaan barang yang dilakukan oleh depy

collector. Namun, masih terdapat beberapa praktik yang dilakukan oleh depr collector
yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, seperti melakukan
penarikan paksa dengan cara-cara yang tidak resmi. Oleh karena itu, diperlukan
tindakan lebih lanjut dari pihak yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia serta Kepolisian, untuk mengawasi dan memantau praktik penagihan
utang oleh debt collector agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka

mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses penagihan utang oleh depy
collector.

Kata Kunci : Debt Collector, Penarikan Paksa, Mahkamah Konstitusi,

Konsumen,
Perlindungan Hukum
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